WALIKOTA PALEMBANG
Palembang, 25 Agustus 2011

Kepada

PALEMBANG

SURAT EDARAN

NOMOR 29 /[SE/TAHUN 2011

TENTANG

PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Palembang Nomor 75
Tahun 2011 tentang Perubahan Altas Peraluran Walikota Palembang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, dengan Jadual
pemakaian Pakaian Dinas Hanan (FDH) sebagai berikut

NO. JENIS PAKAIAN l HARI KETERANGAN
1. | LINMAS i Senin
2 | PDH Warna Khaki Selasa dan Rabu
3. | PDH Batik Kamis
4. | PDH Telok Belango/ | Jum'at
Pakaian Muslim N
5. | KORPRI HUT Korpri dan Han Besar
Nasional
6. | PSH, PSR, PSL, PDL dan | Pada Acara Resmi Sesuai  Ketentuan
FDU ) Acara
7. | Olahraga Pada Kegiatan Olahraga

Berkaitan dengan hal itu, jadual
diberlakukan pada tanggal 5 September 2011.

Demikian untuk dilaksanakan dan terima kasih.

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan
2. Kelua DPRD Kota Palembang

Jalan Merdeka No. 1 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

pemakaian Pakaian Dinas Harian (PDH) tersebut mulai

ALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

Telepon : (0711) 352685, 312677 Faksimile : (0711) 372384 Kode pos 30131
E-mail : Info@Palembang.go.id, Wabsite : www. Palembang.go.id
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RINCIAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN -nmn_h._.hz TAHUN ANGGARAN 2012
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

Urusan : Urusan Wajlb/Urusan Plilhan
SHPD : (Kode §KPD) (Urusan 8KPD)

PAGU ORGANIBABI

BIDANG URUSAN

KODE PEMERINTAH DAERAH DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN/SASARAN TARGET (%) INDIKATIF PELAKBANA
3 PROGRAM / KEGIATAN . Iﬁ_.m %
2 3
1 URUBAN WAJIB
1.20 Pemerintahan Umum
1.20.1.20.03.20 Penutsan Peraturan Baglan Hukum
dan Ortala
. | Perundang-undangan Kota
1.20.1.20.03.26.02 Pembuatan Peraturan Daerah 4 Tertlb Penguturan dalam rangka penyelenggaraan | 100 % Rp. 560,000,000 .| Palembang
pemerintah dasrah (26 Perda)
Baglan Hulkum
1,20.1.20,03.26.07 Pembuatan Peraturan Tertlb Pengaturan dalam rangka penyslenggaraan ﬁ. % REIRANA00 [ o WY, it
Wallkota pemerintah daerah !-___Eﬂ_-...-.n.!_ Palembang
1.20.1.20.03.01 Polayanan administrasi | Panyediaan alat-alat tulle kantor Rp. 45.000.000 “-n_-_._ Hukum
perkantoran _ an Ortala Kota
1.20.1.20.03.01.01.52208 | Jasa Kantor Mo
B4.000,000 | Baglan Hukum
1.20.1.20,03.01.01.6.2.2.03,19 | Belanja jesn administras] Penyediaan el tenaga honorer 7 orang Re. din Ortele

pengoiahan data Seta Kota
Palembang

m mwc.a:
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BIDANG URUBAN DIKATIF | ORGANISASI
KODE PEMERINTAH DAERAH DAN PRIORITAS PEMEANGUNAN/SASARAN TARGET (%) _._sch_._? TF | PELAKSANA
__ PROGRAM / KEGIATAN . ; __-.w_nu_
2 3
1 URUSAN WAJIB
1.20 Pemerintahan Umum
120.1.2003.26 | Penata " Baglen Hukum
::Ean-.__._?i_._:: P dan Ortala
Setda Kota
120.1.20.03.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerjs | Terdokumentasinya laporan capalan kinerjadan | 100% Laporan Rp. 26,000,000 | Palembang
dan Ikhtisar reallsas! kinerja bagian Ikhstisar realisasl kinora buglan hukum & ortala kinerja pertriwulan Bagl
hukum & ortala setda kota palembang. | setda kota palembang. dan oﬁ_.._hz._a.
1.20.1.20.03.08.01 | Ponyusunan Laporan Akuntabllitas | Terdokumentasinya laporan skuntabilites kinedja | Laporan Rp. 120000000 | Satda Kots
Kiner{a Instans! Pemerintah Kota instansl v.._:___.n,. __m_.n.“_.raia .“_._-___‘!“__"_h-- e Palembang
kinarja
pemerintah kota
ba Baglan Hukum
g |
1.20.1.20.03.26.08 | Pembuntan Paraturan Wallkota ttg Tertib aturan dan proses pelayanan dalam 100 % Rp. 260,000, Setda
Protap Pelayanan. rangka penysisnggaraan pemerintahan dasrah (25 Peraturan) Palembang
Baglan Hukum
1.20.1.20.03.26.14 | Pembinaan, Monitoring, Evaluasi den | Dalam rangka optimalisasi dan efoktifitas 100 % Rp. 78,000000 | dan Ortala
Peniiaian Pelayanan Publik dan o Eﬂﬁ:ﬂ. svaluasi dan peniialan Setda Kota
Kompetisl antar Kabupaten/Kota eerta | terhadap Unit Kerja yang menyelenggarakan Palembang
Tanggapan Pemerintah Kota polayanan kepads masyarakat ssrta Tersusunnya
Palambang terhadap Hasil Reses tanggapan Pemarintah Kota Pafembang terhadap
DPRD Provine! DPRD #ota Palembany | SBaran dan kritkkan Hasll Reses DPRD Provinal
Bumsel dan DPRD Kota Paiembang e “-n_m__._i _._n_._.:_._
1.20.1.20.03.26.04 | Fasllitas| sosialisasl peraturan Terlaksanakannya soalalisasl psraturan tata 100% Rp. 100. an
perundeng-undangan dan pencstaken | naskah dinas sehagal pedoman bagl PNS di (kegiatan) Sotda Hota
buku tata naskah dinas jajaran pemerintah kota palembang Palembang
1.20.1.20.03.26.04 | Rapat Koordinasl FORKOMPANDA | Terwujudnya Rapet koordinasl FORKOMPANDA | 100 % Rp. 100.000000 | Bagian Hukum
n-:u-._q._ balk dan lancar untuk tingkat kota {1 x konsuitssl & dan Ortaia
Palembang guna sinerglenya program PAN dl __ou_.n__.ﬁ.-_rﬂﬁ ﬁ _ﬂ“
daerah dengan program pusat. mpat
Forkompanda
eatu harl untuk

180 orang)




ORGANIZABT |

BIDANG URUBAN PAGUINDIKATIF | g AksANA
KODE PEMERINTAH DAERAH DAN PRIORITA8 PEMBANGUNAN/SASARAN TARGET (%) (Rp) . (8KPD)
PROGRAM ! KEGIATAN ; 3 0 8
1 2
1 URUBAN WAJIE
1.201.20.03.24 Pemaerintahan Umum
lan Hukum
1.20.1.20.03.24.03 | Keglatan Bantuan Hukum pada Tereeloaainya proses gugatan terhadap Wallkota 100 % (20 B ARI00 ﬂ o_..:___
lembaga Peradilen dan atsu bantuan | dan atau unit kerja jajaran Pemerintah Kota kavus) Setda Kota
hukum pada unit kerja dan atay Pulembang Palembang
dengan instanal vertikal
: lan Hukum
1.20,1.20.03.24.04 | Korja sama Bantuan Hukum terhadap | Terselesainys panyelesalan asset Pemerintah Kota ._S.H.LL_' Rg. 600.000.000 w-p_moi_-
Permasaiahan Hukum Palembang keg Setda Kota
Palembang
330.000.000 Hukum
1.20,1.20,03.24.06 | Publikasl peraturan perundang- Terciptanya pemahaman hukum bagl masyarakat 100 % Aw:os Rp. w--uﬂsii
undangan melalul lomba keluargs kogiats Setda Kota
sadar hukum tingkat Palembang

dun stau melalul media cotak.

kelurahan/kecamatan/kota palembang




BIDANG URUBAN
KoDE PEMERINTAH DAERAH DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN/SABARAN Tancer (%) | PAGURDIATE | peLAKeANA
PROGRAM | KEGIATAN : (SKPD)
1 2 3 4 8 ]
1 URUBAN WAJIB Baglan Huium
dan Ortala
1.20 Pemerintahan Umum Setdn Kota
. Palembang
1.20.1.20.03.26.09 | Penyusunan tugas pokok, fungal dan | Terlakeananya tugss dan funs| masing-masing 10 perwako Rp. 100.000.000
uralan tugne SKPD 8KPD senual dongan urusan yang manjad Baglan Hukum
kewenangan masing-masing SKPD den o.___.n-a_n-
1.20.1,20.03.26.10 | Pembentukan, penggabungan dan Terbentuknya kelembagaan yang menangani sustu | 10 peraturan Rp.160,000.000 | Falembang
penghapusan unit SKPD urusan sesual dengan ketentuan persturan
, soan e Sacr
1.20.1.20.03.26.13 | Asistensl Persturan Perundang- Terwujudnya pemahaman tentang implementas! 126 orang Rp. 100.000.000 | Setda Kota
undangan di Bidang Kelsmbagaan peraturan perundang-undangan di bidang Palembeng
e Baglan Hukum
1.20,1.20,03.20.13 | Aslstenal Analisls Beban Kerja Terbentuknya peta jabatan, kompetens! jabstan dan | 10 SKPD Rp. 78000000 | dan Ortala
Jumiah pegawal untuk mengisl suatu jabatan sesual Setda Kota
dengan beban kerjs organisasi Palembang
1.20,:1,20,03.26,14 | Pembinaan dan Monitoring Tercapainya penyslenggaraan urussn pemerintahan | 10 BKPD Rp. 100,000,000 | Baglan Hukum
peningkatan kapesitas kelombsgann | dengan memaksimalkan kelembagaan SKPD yang dan Ortala
ke - P

{ Terbllang : tiga millyar empat ratus tujuh pulub empat Juta ruplah }
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Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBINAAN DAN RETRIBUSI SALON KECANTIKAN

DANPEMANGKAS RAMBUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

kegiatan salon kecantikan dan pemangkas rambut sgjalan dengan ketenfuan
Pasal 15 Peraturan Dagrah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Kota Palembang dibidang sosial, perlu dilakukan
upaya pembinaan yang meliputi penataan, pengaluran dan pemantauan
serta penertiban usaha salon kecantikan dan pemangkas rambut dimaksud:

. bahwa schubungan dengan hurof a diatas, sebagai upaya pembinaan dalam

rangka pemantavan dan pengawasan dibidang salon kecantikan dan
pemangkas rambui tersebut, sesuai dengan perkembangan keadaan, maka
kegiatan pemantauan dan pengawasan bidang dimaksud, perlu dipungut
dan diatur retribusinya berdasarkan standar jasa pelayanan yang diberikan;

- bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perfu diatur dan ditetapkan

dengan Peraturan Dacrah Kota Palembang,

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (enlang Pembentukan Dacrah
Tingkat T dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI
Tahun 1959 Nomor Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1913).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan

" Pokok Kescjahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor

53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039).

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Momor 3685) schbagaimana telah dirubah
dengan Undang-undang Nomer 34 Tahun 2000 (Lembaran Wegara RI
Tahun 2000 Noemeor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 teniang Perlindungan Konsumen

(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3821).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tenlang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839),

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemeriniah Pusal dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)

Peraturan Pomerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
Sekolah  (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3461),

Peraturan  Pemerintah Nemor 25 Talun 2000 tentang Kewenangan

" Pemerintah dan Kewensngan Pemerinizh Propinsi sebagai Dacrah Otonom

(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952),



Menetapkan

9.

10.

11.

32

13.

14,

2

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 fentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139).

Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraran Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan

Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I Palembang Nomor 1 Tahun
1996 tentang Larangan Pelacuran dan Tuna Susila dalam Kotamadya Daerah
Tingkat T Palembang,

Peraturan Dacrah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintzh Kota Palembang.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur
Organisasi Dinas Dacrah.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kota Palembang Nomor §
Tzhun 2002 tentang Persctujuan terhadap Rancangan Peraturan Daersh
Kota Palembang tentang Pembinaan dan Retribusi Salon Kecantikan dan
Pemangkas Rambut.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAL EMBANG TENTANG PEMBINAAN

DAN RETRIBUSI SALON KECANTIKAN DAN PEMANGKAS
RAMBUT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

B

PRSI O L

10,

Daerah adalsh Kota Palembang,

Pomerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekufif Daerah.

Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang,

Sekretaris Dacrah adalah Sckretaris Dacrah Kota Palombang,

Dinas Dacrah adalah Dinas Kescjahteraan Sosial Kota Palembang,

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesejahterasn Sosial Kota Palembang.
Badan adalah suatu beniuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komandifer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau
dacrah dengan nama dan benfuk zpapun, persekuiuan, perkumpulan, firma,
kongsi, koperasi, yayasan alau organisasi yang scjenis, lombaga, dana pensiun,
bentuk usahatelap serta badan usaha lainnya.

Salon Kecantikan adalah kegiatlan yang bertempat dalam satu rumah atau
bangunan yang memiliki peralatan kecantikan untuk dihiaskan atau
diberikan kepada seseorang baik perempuan maupun laki-laki sehingsa
merubah wajah atan penampilan tubuh sescorang menjadi cantik atau
mianis menurut pandangan umum atau sebagian besar pendapat khalayak
ramai

Pemangkas Rambut adalah kegiatan di tempatbangunan yang bersih
seluruh atan sebagian tempat atau bangunan tersebut terjadi pemotongan
rambut kepala baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan yang
dewasa atau anak-anak sehingga menimbulkan kerapihan pada yang
bersangkutan.
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Penyelenggara adalsh pelaksana kegiatan operasional sebagai Salon
Kecantikan dan Pemangkas Rambut baik pemilik secara kescluruhan
maupun sccara scbagian ataupun scbagai pekerja yang diberi suatu
langgung jawab atas pelaksanaan Salon Kecantikan dan Pemangkas
Rambut tersebut.

Golongan A adalsh bangunan permanen tempat usaha Salon Kecantikan
dan atau Pemangkas Rambut berdiri sendiri, menyatu dengan dinding
bangunan hotel, mall, swalayan dan atau bangunan vang berlokasi di
pusat kota,
Go!angmBadaIahbmgtmmpemmeﬂymgbﬂdiﬁmiﬁuhagai
lempat usahs Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut yang
berlokasi tidak di pusat kota,
GﬂlonganCadahhbangmanumipennmmdanmbangmm
sementara yang berdiri sendiri schagai tempa usaha Salon Kecantikan
dan atau Pemangkas Rambut.

Lin Operasional Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut adalah izin untuk
operasional atau kegiatan daripada Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut
tersebut sehingga dapat melayani pemakai atau pengguna Salon Kecantikan
dan Pemangkas Rambut terscbut secara keseuruhan atau sebagian,

Reiribusi Izin Operasional Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut yang
selanjutnya discbut Retribusi adalah bisya yang dipungut atas pemberian izin
opecrasional salon kecantikan dan pemangkat rambut.

- Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan Yang menumul peraturan

p:ru:dmg-mdmgan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu Yyang merupakan batas
wakiu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi,
Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SPJORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk
melaporkan  obyek retribusi  dan  wajib  retribusi stbagai dasar
penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan

undangan retribusi Daerah.

perundang-
. Sural Ketetapan Retribusi Daerah yang sclanjutnya disingkat SKRD

adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang
terhutang,

Surat Keletapan Rewibusi Dacrah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditstapkan.

22. Sural Ketetapan Retribusi Dacrah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat

24.

25.

26.

SKRDLB adalah Surat Kepulusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari
retribusi yang terutang alau scharusnya tidak terulang.

- Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk sclanjuinya disingkat STRD adalah

surat unfuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda,

Surat Keputusan Keberatan adalah Sorat Keputusan atas keberatan
terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan
SKRDLB yang diajukan olch Waiib Retribusi.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,, mengumpulkan
dan mengelola dats dan atau keterangan lainnya dalam rangka
pengawasan  kepatuhan pemenuhan kewajiban  retribusi Daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Dacrah,

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi  Daerah adalah
scrangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta

bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang Retribusi
Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.



BABR T
MAKSUD DAN TUTUAN
Pasal 2

Pmtbinuntqhadapu!mkmﬁhmdmaimpmgknmhut

dimaksudkan sebagai upaya penataan, penertiban dan pengaturan Keberadaan
salon kecantikan dan atau pemangkas rambat.

Pasal 3

Tujuan pembinaan scbagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini,
adalah upaya pengarahan agar keberadasn salon kecantikan dan atau
pemangkas rambut beroperasi secara positif, berdayaguna dan berhasilguna.

BAB m
PERIZINAN
Pasal 4

Sctiap orang atau badan yang mengusahakan Salon Kecantikan dan atau
PemangkuRambuidnlamDm:hwqiihmmdapuizinKepalanﬁ.

Pasal 5

(1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah
]i;i, :nhmyclmgga:ahmmhkm permohonan tertulis kepada Kepala
'd .

2) ammmmmmm&mmmmm
ini, adalah sebagai berikut :

#. Persyaratan permohonan izin Salon Kecantikan :

1. Melampirkan photo copy Karta Tanda Penduduk (KTP)
Pemolon.

Melampirkan photo copy Surat Irin Tempat Usaha (SITU),
Melampirkan sural permyataan tidak melakukan tindakan asusila,
Melampirkan daftar praktek tenaga kerja.

Melampirkan surat permyataan tidak menyediakan minuman keras
dan obat-abatan.

o

b. Peasyaratan permohonan izin Pemangkas Rambut.
1. Melampirkan Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Pemohon.
2. Melampirkan Photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
3. Melampirkan dafiar praktek tenaga kerja,

Pasal 6
(1) Izin operasional Salon Kecantikan dan atan Pemangkas Rambut diberikan atas

Iama penyelenggara
(2) Dalam sural izin operasional Sakm Kecantikan dan  atau Pemangkas Rambut
dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipatubi oleh penyclenggara,

Pasal 7

(1) Jangka waktu berlakunya izin operasional Salon Kecantikan dan atan
Pemangkas Rambut ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan
tidak terputus wakiu pelaksanaan gerta tidak dapat dipindahtangankan.
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(2) Untuk pengendalian dan pengawasan izin operasional salon keoantikan

sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, penyelenggara usaha salon
kcuanﬁkanwnjibmelakukanpendaﬂamnulangmﬁapﬁ(m)blﬂm
sckali terhitung sejak tanggal Surat Izin Operasional Salon Kecantikan
ditetapkan,

(3) Untuk pengendalian dan pengawasan izin operasional Pemanpkas Ramibut
sehagaimana

dimaksud ayat (1) pasal ini, penyelenggara usaha Pemangkas
Rambut wajib melakukan pendafisran ulang  sefiap 1 (sat) tahum sekali

(4) Syarat-syaral pengajuan permohonan dafiar ulang sebagaimana dimaksud

ayal (2) dan ayat (3) pasal ini, adalah scbagai berikut :

a. Melampirkan Sural Izin Operasional Salon Kecantikan dan atau
Pemangkas Rambut yang ashi.

b.  Melampirkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang ashi.

¢. Melampirkan photo copy lunas PBB dan Retribusi tahun berjalan.

d.  Meclampirkan daflar indentitas tenaga kerja.

Pasal 8

Izin Operasional Salon Kecantikan dan stau Pemangkas Rambut dapat dicabut
dan tidak berlaku apabila penyclenggara :

a,
b.

c.

Tidak melakukan kegiatan pokok sesuai izin yang diberikan.

Tidak memenuhi  ketentuan  yang  ditetapkan dalam Surat Izin
Opcrasional Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut

Melakukan perubshan dan perfuasan tempat usaha dan tanpa izin dari
Kepala Daerah,

Memndahtangmkan Swrat Izin Oparasional Salon Kecantikan dan atan
Pemangkas Rambut kepada pilak lain.

Tidak melakukan daftar ulang.

BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 9

Pen)tlmwramahaSaLuuKecmlikmdmmPemmgkaambm
berkewajiban untuk :

a Dertanggung jawab atas, ketertiban, ketenleraman, kesusilaan dan

kebersihan, keamanan dan keschatan lingkungan yang berkaitan dengan
usaha Salon Kecantikan dan atan Pemangkas Rambut.

Memgelihara keharmonisan kegia sesama karyawan yang ada dalam Salon
Kmmmmmmwmm
para peminat afan pengunjung,

Menyediakan tempat duduk bagi para pelanggan sccara tertib dan dapat
secara transparan dipandang olch umum.

Membuat dan memasang papan nama usaha Salon Kecantikan dan atau
Pemangkas Rambut dengan sopan dan tertib, tidak menimbulkan dugazn
kearah asusila yang negatif,

Pasal 10

Pckerja Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut diwajibkan -

a.

Mentaati tata tertib yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, juga yang dibuat
oleh penyelenggara.

b, Meniasali perjanjian yang telah disepakati bersama secara tertulis,
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¢. Dt mencegah adamya kegialan yang menmimbulkan keresahan, gangguan
keamanan dan ketertiban masyarakat unfuk menghindari terutama dugaan
hahwamnm:dnntmbmwgadaﬁ,pmmmpm]ualm' seks serta
mencegah beredamya narkoba).

d. Tkut berianggung jawab terhadap lingkungannya dengan scmangat
menuju Palembang Kota Bari.

Pasal 11
Peayelenggaraan usaha Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut
dilarang :

a. Menggunakan fempal usaha Salon Kecantikan dan atau Pemangkas
Rambut sebagai tempat melakukan perbuatan yang bertentangan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

b. Menampung pekerja-pekerja yang bukan ahlinya, schingga melakukan
keresahan dan kerusakan ctika.

¢.  Mcempekerjakan tenaga kegja yang belum dewaga,

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 12

(n Pmmhh@%a&hhﬂmhmww
dilaksanakan olch Kepala Daerah melalui Dinas Daerzh,

(2) Sebagai wpaya pembinaan, sctiap pelanggaran yang dilakukan oleh
penyelenggara diberikan teguran dan atau peringatan tertulis,

(3) Apabila teguran dan atamu peringatan tartulis sehagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini
percabutan Surat T7in Operasional Usaba Salon Kecantikan dan atan Pemangkas
Rambut serta dilakukan peryegelan.

BAB VI
OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 13

Objek pembinaan  Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut adalah
seliap pemberian izin operasional penyclenggaraan Salon Kecantikan dan
atan Pemangkas Rambut.

Pasal 14

Subjek pembinaan Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut adalah

orang atau badan yang menyelenggarakan ussha operasional Salon
Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut,

BAB VI
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Untuk setiap pemberian surat izin usaha operasional Salon Kecantikan dan
atau Pemangkas Rambut serta dafiar ulang surat izin usaha Salon Kecantikan
dan atau Pemangkas Rambut dikenakan retribusi.

(2) Besarnya reiribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan
sebagai berikut :



a. Surat Izin Operasional Salon Kecantikan :
1. Golongan A :

Salon Kecantikan yang memiliki 1 (satu) kursi Rp.150.000.-
Salen Kecantikan yang memiliki 2 (dua) atau 3 (tiga) kursi
Rp.400.000.-

Salon Kecantikan yang memiliki 4 (empat) sampai dengan 6
(enam) kursi Rp.600.000.-

Salon Kecantikan yang memiliki 7 (tujuh) kursi atau lebih
Rp.1.000.000.-

Salon Kecantikan vyang memiliki 1 (satu) tempat tidur
Rp.150.000.-

Salon Kecantikan yang memiliki 2 (dua) atau 3 (tiga) tempat
tidur Rp.400.000.-

Salon Kecantikan yang memiliki 4 (empat) sampai dengan 6
(¢nam) tempat tidur Rp.600.000.-

Salon Kecantikan yang memiliki 7 (tjuh) tempat tidur atau
Tebih Rp.1.000.000.-

2. Golongan B

Salon Kecantikan yang memiliki 1 (satu) kursi Rp. 100.000.-
Salon Kecantikan yang memiliki 2 (dua) atau 3 (tiga) kursi

Rp. 250.000.-

Salon Kecantikan yang memiliki 4 (empar) sampai dengan 6
(enam) kursi Rp. 450,000,

Salon Kecantikan yang memiliki 7 (tujuh) kursi atau lebih
Rp. 750.000.-

Salon Kecantikan yang memiliki 1 (satu) tempat  tidur
Rp.100.000.-

Salon Kecantikan yang memiliki 2 (dua) atau 3 (tiga) tempat
tidur Rp.250,000.-

Salon Kecantikan yang memiliki 4 (empat) sampai dengan 6
(enam) tempat tidur Rp. 450.000.-

Salon Kecantikan yang memiliki 7 (tujuh) tempat tidur atau
lebih  Rp.750.000.-

3. Golongan C

Salon Kecantikan yang memiliki 1 (satu) kursi Rp.50.000.-
Salon Kecantikan yang memiliki 2 (dua) atau 3 (tiga) kursi
Rp.200.000.-

Salon Kecantikan yang memiliki 4 (cmpat) sampai dengan 7
(tujuh) kursi Rp.500.000.-

Salon Kecantikan yang memiliki 8 (delspan) kursi atau lebih
Rp.600.000.-

Salon Kecantikan yang memiliki 1 (satu) tempat tidur
Rp.50.000.-

Salon Kecantikan yang memiliki 2 (dua) atau 3 (tiga) tempat
tidur Rp.200.000.-

Salon Kecantikan yang memiliki 4 (empat) sampai dengan 7
(tujuh) tempat tidur Rp.500.000.-

Salon Keeantikan yang memiliki 8 (delapan) tempat tidur alau
lebih Rp.600.000.-

b. Surat Izin Operasional Pemangkas Rambut :
1. Golongan A :

Pemangkas Rambut yang memiliki 1 (satu) kursi Rp.100.000.-
Pemangkas Rambut yang memiliki 2 (dua) atau 3 (tiga) kursi
Rp.250.000.-

Pemangkas Rambul yang memiliki 4 (empat) dan 5 (lima)
kursi Rp.350.000.-
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- Pemangkas Rambut yang memiliki 6 (enam) sampai dengan 9
(sembilan) kursi Rp.500.000.-

- [Pemangkas Rambut yang memiliki 10 (sepulub) lursi atau
lebih Rp.500.000.- dan apabila ada tambahan kursi baru setiap
kursi dikenakan Rp.50.000.-

2. Golongan B

- Pemangkas Rambul yang memiliki 1 (satu) kursi Rp. 90.000.-

- Pemangkas Rambut yang memiliki 2 (dua) atau 4 (emapt)
kursi Rp. 270.000.-

- Pemangkas Rambut yang memiliki 5 (lima) sampai dengan 8
(delapan) kursi Rp, 350.000.-

- Pemungkas Rambut yang memiliki 9 (sembilan) sampai dengan
12 (dua belas) kursi Rp, 600.000.-

- Pemangkas Rambut yang memiliki 13 (tiga belas)  kursi atau
lebih Rp, 700.000.- dan apabila ada tambahan kursi baru seliap
kursi dikenakan Rp. 30.000.-

3. Golongan C

- Pemangkas Rambut yang memiliki 1 (satu) kursi Rp. 50.000.-

- Pemangkas Rambut yang memiliki 2 (dua) sampai dengan 4
(cmpat) kursi Rp. 125.000.-

- Pemangkas Rambut yang memiliki 5 (lima) sampai dengan 8
(delapan) kursi Rp, 200.000.-

- Pemangkas Rambut yang memiliki 9 (sembilan) dan 10

* (sepuluh) kursi Rp. 225.000.-

- Pemangkas Rambul yang memiliki 11 (sebelas) kursi atau
Lebih Rp. 300,000.- dan apabila ada tambahan kursi baru setiap
kursi dikenakan Rp. 25.000.-

c. Daftar ulang izin operasional Salon Kecantikan dan atan Pemangkas
Rambut sebesar 50 % dari tarif yang ditetapkan berdasarkan golongan
retribusinya.

BAB VIl

GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 16

Retribusi usaha operasional Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut
digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha,

BAB IX

TOLOK UKUR PENGUNAAN JASA
Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa divkur berdasarkan pelayanan, jenis, golongan dan
Jjangka waktu penggunaan fasilitas yang diberikan Daerah.



BABX

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

Prinsip dan sasaran dalam penetapan strukiur dan besamya tarif retribusi
didasarkan pada ftujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
scbagaimana keunfungan yang pantas diterima oleh penyclenggaraan usaha
Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut yang beroperasi secara efisien

BAB X1
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

Struktur besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud
Pasal 15 Peraturan Dacrah ini, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Salon
Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut.

Pasal 20

Penetapan retribusi pembinaan izin operasional Salon Kecantikan dan atau
Pemangkas Rambut  hanya dikenakan 1 (satu) kali setiap pemberian Surat
Izin Operasional Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut.

BAB XTI
WILAY AH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 21

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Dacrah tempat pelayanan jasa dan
fasilitas diberikan.

BAB X111
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 22

Masa Retribusi Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut adalah jangka
wakiu yang akan ditetapkan oleh Kepala Dacrah.

Pasal 23

Saat refribusi terutang adalah pada sant ditetapkannya SKRD atan dokumen
lain yvang dipersamakan.

BAB X1V
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 24

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPAORD.

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau
luasanya.

(3) Bentuk, isi, serfa fata cara pengisian dan penyampaian SPAORD
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Dactah.
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BAB XV
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 25

(1) Berdasarkan SPdORD scbagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah
ini, difelapkan reribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau
dokumen lainnya yang dipersamakan.

(2) Bentuk, isi dan fala cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh
Kepala Daerah.

BAB XVI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 26

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan,
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 27

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua
persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Orang atau badan yang menyelengparakan kegiatan operasional Salon
Kecantikan  dan alau Pemangkas Rambut dan melanggar Pasal 11
pmnmmmmmmsmmamm
izin-izin yang ada serta membekukan/melarang operasional usaha Salon
Kecantikan dan alau Pemangkas Rambut yang bersangkutan,

BAB XVII
TATA CARA PEMBAY ARAN RETRIBUSI
Pasal 28

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sckaligus di muka.

(2) Untuk retribusi yang terhutang berdssarkan jangka wakin pemakaian,
pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhimya jangka wakiu
pemakaian,

(3) Retribusi yang terhutang dilunssi pada ssat diterbitkannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

(4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur
dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIX
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 25

(1) Retribusii terhutang berdasarkan SKRD atsu  dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang
menyebabkan jumiah retribusi yang harus dibayar berfambah, vang tidak
atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

(2) Penagihan retribusi melatui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peratiran
perundang-undangan yang berlaku.
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BAB XX
KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 30

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara torinlis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Wajib
Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran
ketetapan retribusi tersebut,

(4) Keberatan harus disjukan dalam jangka wakitu paling lama 2 (dua) bulan
sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan
SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat
(2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan,
schingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberalan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 31

(1) Kepala Dacrah dalam jangks wakiu paling lama 6 (¢nam) bulan sejak
tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan
vang diajukan.

(2) Keputusan Kepala Daerah ates keberatan dapat berupa mencrima
scluruhnya atau sebagian, menolak, atmu menambah besamya rofribusi
yang terhutang,

(3) Apabila jangka wakiu scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini. telah
lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan
yang diajukan tersehut dianggap dikabulkan,

BAB XXI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN RETRIBUSI
Pasal 32

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Kepala Dacrah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (cnam) bulan sejak diterimanya
permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat
(1) pasal ini, harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah
dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatm kepulusan,
permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan
SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayal (1) pasal ini, langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut,

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 {dua)
bulan s¢jak diterbitkan-nya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan sctelah lewat
jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga
schesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan retribusi tersebut.
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Pasal 33

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan
secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sckurang-kurangnya
meényebutkan:

a.  nama dan alamat wajib retribusi
b. masa retribusi

¢. besamnya kelebihan pembayaran
d.  alasan yang singkal dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan
langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penesimaan oleh pejabat Dacrah atau bukti pengiriman pos tercatat
merupakan bukli saat permohonan diterima olch Kepala Daerah.

Pasal 34

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran rotribusi diperhitungkan dengan utang
retribusi lainnya, schagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) Peraturan
Daerzh ini, pembaysran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan
bukti pemnindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX11

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 35

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan  pembebasan  retribusi
sehagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan
kemampuan Wajib Reiribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan
oleh Kepala Daerah.

BAB XX
KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 36

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui
jangka wakiu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhulangnya retribusi,
kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
tertangguh apabila:
a. diterbitkannya surat teguran; atau
b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung
maupun tidak langsung,

BAB XXIV
TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI
Pasal 37

(1) Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara Khusus
Penerima Dinas Daerah, atau petugas yang ditunjuk.
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(2) Sclambat-lambatnya 1 x 24 jam sesudah pencrimaan semua hasil
pungutan reiribusi yang dilakukan ol¢h Dinas Daerah melalui Bendahara
Khusus Penerima harus sudah menyetorkannys ke Bank Sumatera Selatan
Cabang Kota Palembang,

BAB XXV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

(1) Pelanggaran atas kefentuan dalam Peraturan Dacrah in, diancam pidana
kunungzn sclama-lamanya 6 (enam) bulan atan denda sehanyak-banyaknya
Rp. 5.000.000;- (tima juta rupiah).

) Wajﬂmmwymgﬁdakmhkmkmk:waﬁbunyaﬂuiwmuﬁm
mmmmmmmﬁ(m)matm
dmdapalﬁaghmpm(mt)kaﬁjmnhhmhuimm

(3) Tindak pidana schagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini
adalah pelanggaran,

BAB XXVI

PENYIDIKAN
Pasal 39

(1) Sclain pejabat penyidik wmum yang bertugas menyidik tindsk pidana

dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Nogeri Sipil (PPNS) di linghumgan
peraluran penindang-undangan yang beslaku

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

a. menerima laposan atau pengaduan dari sescorang lanlang adanya
tindak pidana;

b, melakukan tindaken pertama pada ssat itu di tempat kejadian dan melakukan
paneriksaan; )

c. menyuruh berhenti storang tersangha dan memeriksa tanda pengenal dai
lersangha;

melakukan penyitaan benda atau surat;

mengambil sidik jari dan memotret sescorang; )
memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka
alau saksi;

mendatangkan orang #hli yang dipshulen dalam lwbungamya dengan

panihsa patag _ .

hmﬂakmpuwmmkmaﬂnﬂlnmpwmkdm
m&mammmmmmmﬁnm
merupakaan  tindak  pidana  dan  sclanjuinya melalui  penyidik
memberitshukan hal terscbut kepada penuntit umum, tersangka atau
keluarganya;

i mengadakan tindakan lam menunst hukum  yang  dapat d
iperlanggungjawabkan

™o p

\
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BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang
bﬂwtmgmdnnganPmewlthdicabmdmdﬁ:ﬁukmﬁdak
berlaku.

Pasal 42

(1) Dinas Kesejahteraan Sosial sebagai Instansi teknis pelaksana Peramran
Dacrah ini.

(2) Dinas Pendapatan Daersh Kota Palembang merupakan Koordinator
pungutan Retribusi Daerah,

(3) Hal—halymgbclumdimn-dslml(cptmsmiuj,mpmjmgmmxi
pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dacrah.

Pasal 43
Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya sctiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Palembang,

Ditetapkan di Palembang
3 pada tanggal /O Januari 2002

Diundangkan di Palembang

pada tanpgal f
51,7E1ARI5 DASR

4= 200
KOTA PALEMBANG WALIKOTA PALEMBANG

Hajjah Mariam. AS 8 yi52
ALEMBAND TAHUN 200 2 Nouon . 2 ri Vo i
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